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Dr u<m= Mutiarin _smm

$=mmmqm:

lbagi partai politik, KPU, _umBm::E: Daerah,
masyarakat, bahkan Pemerintah Pusat
\sekalipun. Mulai dari: vmqmom_m: teknis persi-
\apan, penyelenggaraan, rekrutmen calon
\kepala daerah oleh parpol, sampai anggaran
Pilkada serentak itu sendiri.

' Dari sisi anggaran, UU No 8/2015 menye-
butkan, pendanaan kegiatan Pilkada dibe-
bankan pada Eum_u dan dapat didukung

: , y <_:m_\xm_u:_umﬁm:\xoﬁm di _ao:mm_m ﬁmamvmﬂ 269 Qmm_ﬂm: atau :va:

., '50% akan melaksanakan Pilkada serentak yang telah dijadwalkan
' Gelombang Pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Nam-
vm_3<m _u___aam serentak ini membawa gegap gempita tersendiri

. | | ’ wm_.mm-:_g::m hal 7 _6_ 1

da serentak menjadi tanggung jawab daerah
yang juga dapat dibantu negara. Dengan
ladanya beban ini, memang pada akhirnya
Ibanyak daerah merasakan anggaran Pilkada

'menjadi beban yang luar biasa bagi APBD.
Persoalan anggaran Pilkada serentak
mencuat ketika Pemerintah Pusat maupun
: h vaam terkesan tidak siap dengan rencana
- - / akan dilaksanakannya Pilkada serentak
| tersebut. Data KPU menunjukkan, semula
‘anggaran Pilkada serentak 269 daerah
adalah Rp 4 triliun, namun kemudian mem-
bengkak menjadi Rp 7,1 triliun. Dari Rp 74
| triliun tersebut yang disetujui dari naskah per-
: ‘ janjian hibah daerah (NPHD dalam Keten-
o A tuan Permendagr No 44/20) sebesar Rp 5,6
v ; ' triliun atau 80% merupakan usulan anggaran

' dari provinsi, kabupaten dan kota..

Meski demikian, persoalan hibah daerah
dan inefisiensi ini juga perlu untuk diper-
. hatikan. Dari sisi efisiensi, pembengkakan
anggaran ini dipertanyakan mengingat tujuan
awal vm:<m_m:©@mﬂmm3 Pilkada serentak
| sarat ‘muatan efisiensi anggaran. Inefisiensi

APBN sesuai ketentuan peraturan pefun-
amsm -undangan. Maknanya, anggaran Pilka-.

dat

_: i Bmea_ persoalan tersendiri ketika meru-
ju k pada UU No 17 Tahun 2003 tentang

Ke 2uangan Negara yang 3m:<ms£xm: bah-
wi 2 keuangan negara dikelola secara tertib,
ta atpada peraturan perundang- -undangan,

ef isien, ekonomis, efektif, transparan, dan
be ‘rtanggung jawab dengan memperhatikan

_ra sakeadilan dan kepatutan.

Darri sisi xmw_mvm: pemda, Q_ﬁm:@mqm_ sam-
pa i hari ini belum semua daerah siap n_m:@m:
an ggaran Pilkada serentak. Ini menunjukkan
an ggaran Pilkada serentak dirasakan seba-
ga i sesuatu yang tiba-tiba harus dipenuhi,

ha rus adadan diadakan pemda. Sementara
~di sisi lain, perencanaan penganggaran di
erah perlu untuk memperhatikan kesesua--

da
ian | dengan kebutuhan penyelenggaraan pe-
me rintahan dan xmBmBncms pendapatan
arah.

3erbagai fenomena keuangan amm_,m:
ten utama terkait APBD adalah masih be-
sal nya belanja pegawai yang menyedot
ha
rua g fiskal daerah. APBD daerah yang tan-
pa anggaran Pilkada biasanya sudah lemah

ker nampuan keuangan daerahnya, terlebih :

ke
se
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ika harus menganggarkan untuk Pilkada
entak Bmsmsmamn_ kendala anggaran

=

ata u budget constraint (meminjam istilah
~ Rot iden, Eskeland, Litvack, 2003).

e

ika ada daerah yang sampai sekarang
beli Jm selesai 3m:@m:@@m%m: anggaran
Pilk ‘ada serentak, dapat dimaklumi hal ini
terk ait keterbatasan anggaran terutama dari
sisi pendapatan maupun dalam hal pengalih-

npir sekitar 50-70% APBD dan kecilnya -
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Sambungan hal 1

an anggaran agar tidak mengganggu stabili-
tas anggaran. Pemda secara rutin dalam

- APBD memiliki kendala anggaran terkait pe-

:@m:am__m: sumber pendapatan, defisit, ke~
vmﬁc:m: terhadap disiplin fiskal, dan dalam
‘mengelola kewenangan pajak serta :msmﬁm_,
dari Pemerintah Pusat.

Juga tidak semua pemda menyusun dana
cadangan agar bisa dialokasikan untuk
Pilkada, sehingga daerah berpotensi memiliki

~ beban anggaran yang | besar dalam Pilkada

serentak ini. Dari sisi politik anggaran, ﬁm%m;

~ anggaran Pilkada serentak ini, budget con-
straint juga dapat berasal sisi pemda yang

mungkin memilih untuk buying time untuk
mencairkan anggaran ketika ada konflik ke-
pentingan atau interest tertentu. Seperti pilih-

. an antara mendukung atau tidak mendukung

calon-calon kepala daerah yang muncul.
- Mengingat pentingnya dukungan pemda:

- dalam menyukseskan Pilkada serentak ini

ada baiknya pemda melakukan beberapa
langkah. Misal meningkatkan koordinasi pen-
ganggaran Pilkada serentak dengan KPU,
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; KPU Pro-
vinsi/Kabupaten/Kota segera menyusun ren- .
cana kebutuhan biaya' Pilkada serentak.
Kemudian menyesuaikan anggaran men-

. dahului Perubahan APBD; mempedomani
berbagai aturan tentang pertanggungja-

waban keuangan daerah terutama terkait hi-
bah daerah.
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